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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Yuridis  

 Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih 

mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta 

bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun 

untuk menjawab permasalahan. Tinjuan mrupakan usaha untuk mengambarkan 

pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dan memiliki arti
1
.  Sedangkan yuridis adalah semua hal yang 

mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku 

dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga 

jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman
2
.  Yuridis 

merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan 

keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan 

moral yang menjadi dasar penilaiannya. 

 Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang 

berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis 

berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu 

pandangan atau pendapat dari segi hukum
3
. 

 

 

                                                             
 

1
 Surayin,  Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung : Yrama Widya, 2012, 

Hal. 10 

 
2
 http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis 

 
3
 http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html 
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B. Sanksi Pidana  

 Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai 

aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam 

KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut 

pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat 

penderitaan dan siksaan
4
. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin 

untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 

bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia 

itu sendiri. 

 Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum 

pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna 

yang sama seperti istilah hukuman,penghukuman, pemidanaan, penjatuhan 

hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.Beberapa ahli hukum pernah 

memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, 

antara lain: 

a. Van Hammel  

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 

oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara 

sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang 

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu 

peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 

                                                             
 

4
 https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html 
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b. Simmons 

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 

putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 

c. Sudarto 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu 

d. Roeslan Saleh 

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu 

e. Ted Honderich 

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman 

yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran 

f. Alf Ross 

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap 

aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama 

perintah hukum terhadap pelanggar hukum
5
. 

 

C. Tindak Pidana  

 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar 

dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan 

                                                             
 

5
 http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html 
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dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan
6
. 

 Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai 

ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan 

tersebut
7
. Sedangkan menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan suatu istilah 

yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat
8
. 

 Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari 

dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut Simons, stafbaar feat, suatu tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung awabkan 

atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

perbuatan yang dapat di hukum.  

2. Pompe, stafbaar feat ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 

                                                             
 

6
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007. 

hlm. 69 

 
7
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35 

 
8
 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang, Yogyakarta : Education, 2012, 

hlm.120 
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pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 

demi terpeliharanya hukum.  

3. Hasewinkel Suringa, stafbaar feat ialah suatu perilaku manusia yang pada 

suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan 

diangggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam 

undang-undang.  

4. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut  

5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat 

dilakukan.  

6. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana
9
. 

 

D. Tindak Pidana Korupsi  

 Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. 

Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan 

yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan 

kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan 

jabatannya. 

                                                             
 

9
 http://eprints.umm.ac.id/38726/3/BAB%20II%20.pdf 
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 Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : corruptio= 

penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan 

negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan 

serta ketidak beresan lainnya
10

. 

 Kartono menjelaskan bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang 

menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, 

merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, 

salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-

sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan 

formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya 

diri sendiri
11

. 

 Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, 

ketidak jujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang 

bernuansamenghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata 

korupsiadalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok 

dansebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan 

bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam 

melakukan kewajiban sebagai pejabat
12

.  

 

                                                             
 

10
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 8 

 
11

 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 80 

 
12

 Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996. Kamus Pintar Bahasa Indonesia. 

Surabaya Fajar Mulia, hlm.211 
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 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 

2, 3 dan 4 yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian 

negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah: 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara.  

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara
13

. 

 Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 1 ini adalah seluruh kekayaan 

negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, 

termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan 

kewajiban yang timbul karenanya : 

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat 

lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah 

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan 

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan 

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan 

                                                             
 

13
 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, 3 dan 4 
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perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 

kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh 

kehidupan rakyat
14

.  

 Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, 

maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. 

Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus 

perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa
15

. 

 Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu : 

1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2). 

2. Setiap orang yang dengan tujuan mengungtungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana 

yang ada padaaya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3). 

                                                             
 

14
 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1  

 
15

 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 dan 

Pasal 27  
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3. Setiap orang yang memberihadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 

mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada 

jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13). 

4. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15). 

5. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, 

kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi 

(Pasal 16)
16

. 

 Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa korupsi mengakibatkan penderitaan 

bagi semua pihak (masyarakat) dan merupakan kebobrokan atau kejelekan dari 

sistem pemerintahan negara Indonesia, maka dari itu aturan mengenai sanksi 

terhadap tindak pidana korupsi diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

                                                             
 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Udang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16.  
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Pasal 3 

1. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidan penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling 

lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah). 

 

Pasal 5 

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:  

a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu 

dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewajibannya, atau 

b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.  

c) Bagi pegawai atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji 

yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana 

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 6 

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: 

a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili; atau  

b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 

ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk 

menghadiri siding pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi 

nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara 

yang diserahkan kepada pengadilan untuk mengadili.  

2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  b, dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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Pasal 7 

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):  

a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, 

atau penjual bahan banguna yang pada waktu menyerahkan bahan 

bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keamanaan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam 

keadaan perang 

b) Setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan atau penyerahan  

bahan bangunan, sengja membiarkan perbuatan curang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;  

c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Repukblik 

Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keselamatan negara pada waktu perang; atau  

d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang 

keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara 

Repukblik Indonesia dengan sengja membiarkan perbuatan curang 

cebagaimana dimaksud dalam huruf c.  

2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang 

yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional 

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Repukblik Indonesia dan 

membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dalam ayat (1). 

 

Pasal 8 

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau 

orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 

umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, 

atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut, diambil atau 

digelapkan orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut 

 

Pasal 9 

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri 

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus 
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atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau 

daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi  

 

Pasal 10 

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima 

puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 

untuk sementara waktu, dengan sengaja :  

a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 

dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk 

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang 

dikuasai karena jabatannya  

b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 

tersebut; atau c.membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau 

daftar tersebut. 

 

Pasal 11 

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 

menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa 

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenagan 

yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 

jabatannya. 

 

Pasal 12 

1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
17

. 

 

 

                                                             
 17 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Udang-

Udang No 31 Tahun 1999 Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12.  
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E. Pengertian Kepala Desa  

 Kepala Desa adalah mempunyai tugas menyelengarakan urusan 

pemerintahan, antara lain pengaturan bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan 

kewenangan desa, seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga 

kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar 

desa, urusan pembagunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam 

penyediaan sarana dan fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, 

irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan 

masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti 

kesehatan, pendidikan serta adat istiadat
18

 

 Guna melaksanakan peran sebagai kepala desa dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi maka wewenang yang di berikan oleh pemerintah kepada kepala 

desa meliputi : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD. 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD. 

5. Membina kehidupan masyarakat desa. 

                                                             
 

18
 Ida Syafriyani, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Studi Akselerasi Percepatan 

Pembangunan Desa). Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja 

Sumenep, 2014, hal.4 
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6. Membina perekonomian desa. 

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang 

undangan
19

. 

 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala Desa mempunyai 

kewajiban sebagai berikut : 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

kolusi, korupsi dan nepotisme. 

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. 

7. Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan. 

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. 

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. 

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

                                                             
 

19
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa 
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11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat 

istiadat. 

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup
20

. 

 

F. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi  

 Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:  

1. Secara melawan hukum.  

2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
21

. 

 Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan 

secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 

maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 

tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 

 Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi 

seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui 

                                                             
 

20
 Ibid, hlm.27. 

 
21

 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Jakarta, 2005, hal. 30 
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bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut 

merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama 

artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian 

yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya 

dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.  

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak 

secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. 

 Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan 

Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara 

adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang 

tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala 

hak dan kewajiban yang timbul karena:  

1. Berada dalam penguasaam, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat 

lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.  

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan 

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 
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 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: 

a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsurini dapat dihubungkan 

dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu : 

1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka 

tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan 

atau pengurusnya. 

2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja 

maupun berdasarkan hubunganlain, bertindak dalam lingkungan korporasi 

tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 

3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

dapat diwakili orang lain. 

5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di 

pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa 

ke sidang pengadilan. 

6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan 

untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan 

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus 

berkantor. 
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7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana 

denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu 

pertiga).b.Melawan hukum baik formil maupun materil. 

b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. 

c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. 

d. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan
22

. 

 

G. Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi  

 Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan 

korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang 

bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang 

menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, 

sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat. 

 Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat 

Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang 

jelas, yakni :  

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan 

sebagainya) 

2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang 

kontrol dan sebagainya
23

. 
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 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi  

 23 Masyarakat Transparansi Indonesia, http://www.transparansi.ot.id 
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 Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul 

Strategi Pemberantasan Korupsi, antara lain :  

1. Aspek Individu Pelaku  

a) Sifat tamak manusia  

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin 

atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup 

kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur 

penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, 

yaitu sifat tamak dan rakus.  

b) Moral yang kurang kuat  

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk 

melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, 

bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.  

c) Penghasilan yang kurang mencukupi  

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi 

kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang 

akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala 

upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan 

memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi 

waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk 

keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.  
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d) Kebutuhan hidup yang mendesak  

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi 

terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi 

seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan 

korupsi.  

e) Gaya hidup yang konsumtif  

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong 

konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan 

pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk 

melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu 

kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.  

f) Malas atau tidak mau kerja  

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa 

keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial 

melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, 

diantaranya melakukan korupsi.  

g) Ajaran agama yang kurang diterapkan  

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak 

korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila 

korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini 

menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan. 

2. Aspek Organisasi  

a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan  
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Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal 

mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa 

memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat 

korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan 

yang sama dengan atasannya.  

b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar  

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. 

Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan 

berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada 

posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk 

terjadi.  

c) Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang 

memadai  

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas 

visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan 

tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna 

mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit 

dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya 

atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi 

organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.  
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d) Kelemahan sistim pengendalian manajemen  

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak 

pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah 

pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka 

perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.   

e) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi  

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang 

dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini 

pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.  

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada  

a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi 

Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat 

menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap 

iniseringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari 

mana kekayaan itu didapatkan.  

b) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi  

Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam 

korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh 

korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah 

masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang 

karena dikorupsi.  

c) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi 
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Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang 

disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah 

terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka 

namun tidak disadari.  

d) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan 

diberantas bila masyarakat ikut aktif  

Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung 

jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa 

diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.  

e) Aspek peraturan perundang-undangan  

Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan 

perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang 

monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas 

peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, 

sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan 

pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan 

perundang-undangan
24

. 

 

H. Penyalahgunaan Wewenang 

 Persoalan menyalahgunakan kewenangan atau wewenang dan korupsi 

sering kali menjadi suatu permasalahan dalam pemahaman apa yang sebenarnya 

dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang. Jika di telaah lebih spefisisk 
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 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), http://repository.uma.a 

c.id/bitstream /123456789/333/5/101803020_file%205.pdf  
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konsep penyalahgunaan wewenang haruslah dilihat dari apa yang diselewengkan 

atau disalahgunakan ketika yang bersangakutan memiliki jabatan. Dalam 

melakukan penyalahgunaan wewenang haruslah digunakan untuk kepentingan 

individu atau meraih kekuasaan untuk kepentingan sepihak. 

 Dalam hukum pidana, kewenangan yang berkaitan dengan pejabat publik 

baik itu kewenangan terikat maupun kewenangan bebas bukanlah menjadi ranah 

hukum pidana. Hal tersebut masuk dalam hukum pidana apabilah penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan sifatnya bukan administrasi akan tetapi menimbulkan 

kerugian bagi banyak orang, dalam hal ini yang sering terjadi adalah korupsi
25

. 

 Ada beberapa ciri untuk menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan 

wewenang antara lain: menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menyimpang dari tujuan atau 

maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas, dan menyimpang dari tujuan atau 

maksud dari suatu pemberi kewenangan 

 Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik haruslah 

dilakukan dengan sadar. Artinya dia mengetahui apa yang telah dilakukannya itu 

sehingga dalam proses pembuktian perbuatan tersebut adanya niat atau mens rea. 

Disatu sisi proses mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang 

tersebut. Dengan demikian, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang 

memiliki suatu jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sehingga 
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 Robertus Dicky Armando, Gde Made Swardana, Sagung Putri M.E. Purwani, Analisa 

Yuridis Tetang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 20 Tahun 2001.Jurnal : Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Udayana. Hlm7. 
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dalam pembuktian unsur melawan hukumnya haruslah pejabat negeri bukan 

swasta. 

 Dalam menjalankan kewenangan ada kewajiban bagi pejabat publik untuk 

mematuhi aturan hukum. Sebab, timbulnya korupsi tidak terlepas dari kekuasaan 

atau kewenangan yang tidak terkontrol atau terjadinya penyalahgunaan 

kewenangan. Karena itu, ada batasan-batasan yang patut dipatuhi oleh pemegang 

wewenang itu. Dalam uapaya mengatasi persoalan penyalahgunaan wewenang 

harus memberikan bahwa ada laranagan yang tidak boleh dilakukan, yaitu 

laranagan melampui wewenang, larangan penyalahgunaan wewenang dan 

larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian upaya yang dilakukan 

dengan beberapa hal, antara lain
26

: 

1. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah maka 

harus dibuktikan terlebih dahulu pengujian mengenai kebenaran secara 

administrasi yang menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi 

adalah mereka yang memiliki jabatan atau kekusaan untuk melakukan 

kewenangan tertentu. Dalam melakukan pengujian tersebut harusalah merujuk 

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi 

Pemerintahan telah terjadi penambahan jalur birokrasi dalam pemberantasan 

korupsi. 

2. Apabila hal tersebut telah dilakukan dan telah terbukti telah melakukan 

penyalahgunaan wewenang menurut administrasi pemerintahan dan telah 

dikaitkan dengan unsur pada pasal 3 penyalahgunaan wewenang yang dapat 

                                                             
 26 Panjaitan. Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian 

Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan Jurnal : IU Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 

Bandung, Vol 24 , No 3, Juli, 2017, hlm. 6 
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merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka proses 

selanjutnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundan-undangan tindak 

pidana korupsi. 

 Penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalan rumusan delik Pasal 3 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi(PTPK) dirumuskan bahwa terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan 

kesempatam atau saran yang ada, karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan 

yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah 

serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari 

pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar 

tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan denagn baik. Kewenangan yang 

dimaksud dalam Pasal 3 UU PTPK tentunya dalah kewenangan yang ada pada 

jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan 

perundang-undangan
27

. 

 

                                                             
 27 Abdul LAtief, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana korupsi, 

Prenada Media Group, Jakarta, h. 41 

 


